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BAB III
OBJEK LAPORAN KULIAH KERJA LAPANGAN

3.1 Gambaran Umum Bagian Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kota Bandung
3.1.1 Visi dan misi Bagian Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kota Bandung 
Visi Bagian Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kota Bandung yaitu “Terwujudnya Penyelenggaraan Otonomi Daerah, Pembinaan Kecamatan dan Kelurahan serta Hubungan Antar Lembaga yang mantap dan Harmonis dalam rangka Optimalisasi Penyelenggaraan Pemerintahan menuju Bandung Kota Jasa yang BERMARTABAT Tahun 2008.”
Misi Bagian Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kota Bandung untuk mewujudkan visi Bagian Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kota Bandung yaitu:
1. Memantapkan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum 
2. Mewujudkan Pengembangan Otonomi Daerah 
3. Mewujudkan Kelancaran Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan yang didukung sarana dan prasarana yang representatif 
4. Mewujudkan Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Aparatur Kecamatan dan Kelurahan 
5. Mewujudkan Kelancaran Hubungan Kerjasama di dalam dan luar negeri 
6. Mewujudkan Tertib Administrasi dan Program Hubungan Kerjasama antar dan Intern Lembaga Pemerintah dan Swasta dalam negeri maupun Luar Negeri 
3.1.2 Struktur Organisasi Bagian Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kota bandung
Struktur organisasi dicantumkan, karena berhubungan dengan sub – sub bagian lain yang berada di bawah kepala sub bagian pemerintahan umum. Untuk memberikan tugas dan fungsi masing – masing sub bagian pemerintahan umum yang akhirnya memberikan kinerja sub bagian yang ada di structural Bagian Pemerintahan Umum Sekretarian Daerah Kota Bandung.
Hukum Struktur Bagian Pemerintahan Umum Sekretarian Daerah Kota Bandung. Mengacu kepada peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2007 tentang pembentukan dan Susunan Organisasi secretariat Daerah Kota Bandung dan Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah Kota Bandung yang merupakan pejabat peraturan pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang pedoman Organisasi perangkat Daerah.







Bagan 3.1
Struktur Organisasi Dan Pejabat Struktural
 (
KEPALA BAGIAN
PEMERINTAHAN UMUM
Drs, H. MAMAN HERMAWAN, M.Si
)


 (
Kepala Sub Bagian Bina Kecamatan dan Kelurahan
Drs. PEPEN EFFENDI            NIP. 010 127 988
) (
Kepala Sub Bagian Hubungan Antar Lembaga
DEWI KARNIASARI, S.SOS, MA            NIP. 480 115 167
) (
Kepala Sub Bagian Tata pemerintahan dan OTDA
DADANG SETIAWAN, S.IP, M.SI           NIP. 010 262 415
)



 (
P.U                                          Tata Usaha
Drs. DADANG HERMAWAN            NIP. 480 116 296
) (
P.U.                              Kerjasama Luar Negeri
LEONNIE PETROGENY, S.IP            NIP. 480 138 959
) (
P.U.                                  Evaluasi dan pelaporan Kecamatan dan Kelurahan
Drs. HENDRA JUHYANA            NIP. 480 091 663
)



 (
P.U.                      Pengembangan Kerjasama Dalam Negeri
O. ROKAYAH, S.IP                NIP. 480 081 525
) (
P.U.                                         Bina Aparatur Amd, dan Sarana prasarana Kel.
ASEP SUPRIADI                   NIP. 480 118 757
) (
P.U. 
                                                    Data, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan OTDA
FITRIA ADHYAKSAWIRAKARINNY, S.IP
           NIP. 010 127 988
)



 (
P.U.                                        Bina Aparatur Amd, dan Sarana Prasarana Kec.
ANWAR SOBARI, S.Sos            NIP. 010 127 985
) (
P.U.                                   Perencanaan program pemerintahan umum
YULIANDRI RAHADIYANTO, S.IP
            NIP. 
480 144 784
)




Sumber struktur Organisasi Bagian Pemerintahan Umum
Bagian Pemerintahan umum mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Asisten pemerintah lingkup pemerintah umum.
1. Sub Bagian Bina Kecamatan dan Kelurahan
Sub Bagian Bina Kecamatan dan Kelurahan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas bagian pemerintahan umum lingkup Bina Kecamatan dan Kelurahan.
Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Sub Bagian Bina Kecamatan dan Kelurahan mempunyai fungsi :
1. Pegumpulan dan penganalisaan data bahan perumusan kebijakan pemerintahan Daerah lingkup Bina Kecamatan dan Kelurahan;
2. Penyiapan bahan dan pedoman pemantauwan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintah Daerah lingkup Bina Kecamatan dan Kelurahan;
3. Koordinasi dan Konsultan dalam rangka pelaksanaan bina Kecamatan dan kelurahan;
4. Pengkoordinasian bina pemerintahan kecamatan dan kelurahan yang meliputi fasilitasi pembinaan pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan peraturan perundang – undangan, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, dan bina penyelenggaraan urusan pemerintah Daerah yang dilimpahkan Walikota kepada Camat dan Lurah; dan
5. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Bina Kecamatan dan Kelurahan.

2. Sub Bagian Hubungan Antar Lembaga 
Sub Bagian Hubungan Antar Lembaga mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas bagian pemerintahan umum lingkup Hubungan Antar Lembaga.
Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Sub Bagian Hubungan Antar Lembaga mempunyai fungsi :
1. Pengumpulan dan penganalisaan data bahan perumusan kebijakan pemerintahan Daerah lingkup Hubungan Antar Lembaga;
2. Penyiapan bahan dan pedoman pemantauwan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Pemerintahan Daerah lingkup Hubungan Antar Lembaga;
3. Koordinasi dan konsultan pelaksanaan lingkup Hubungan Antar Lembaga;
4. Koordinasi lingkup hubunga antar lembaga yang meliputi fasilitas pengembangan hubungan kerjasama sister city, fasilitasi kerjasama antar daerah, fasilitasi kerjasama daerah dengan instansi pemerintah baik di dalam maupun di luar negeri; dan
5. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup Hubungan Antar Lembaga.
3. Sub Bagian Tata Pemerintahan dan Otonomi Daerah 
Sub Bagian Tata Pemerintahan dan Otonomi daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagai tugas bagian Bina Pemerintahan umum lingkup Tata pemerintahan dan otonomi Daerah.
Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Sub Bagian Tata Pemerintahan dan Otonomi Daerah mempunyai fungsi :
1. Pengampulan dan penganalisaan data bahan perumusan kebijakan pemerintah daerah lingkup tata pemerintahan dan otonomi Daerah;
2. Penyiapan bahan pedoman pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah lingkup tata pemerintahan dan otonomi Daerah;
3. Asistensi dan konsultasi pelaksanaan lingkup tata pemerintahan dan otonomi Daerah;
4. Pengkoordinasian penyelenggaraan tata pemerintahan dan otonomi daerah yang meliputi pelaksanaan evaluasi potensi dan monitoring pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, penetaan batas wilayah kota Bandung, kecamatan dan kelurahan, penyiapan bahan koordinasi dengan intansi vertical, fasilitas pergantian antara waktu anggota DPRD, fasilitas penyelenggaraan pemerintahan umum, pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah, fasilitas musyawarah pimpinan daerah, dan pengkoordinasian penyusunan laporan dan pengolahan data base laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan laporan penyelenggaraan otonomi daerah;
5. Pelaksanaan ketatausahaan bagian; dan 
6. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas lingkup tata pemerintahan dan otonomi Daerah.
	
3.2 Pola Rekrutmen Pemilihan Kepala Daerah Kota Bandung Tahun 2008
Kota Bandung pada tahun 2008 menyelenggarakan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota periode 2008-2013.  Pemilihan Umum ini adalah perwujudan dari cita-cita untuk mewujudkan sebuah masyarakat yang demokratis. Pada hakekatnya demokrasi adalah sebuah kesempatan yang diberikan oleh sebuah pemerintahan baik itu pusat, regional  maupun lokal kepada masyarakat untuk menentukan sendiri kriteria dan karakteristik pemimpin yang diinginkan. Demokrasi memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk menentukan nasibnya sendiri. Hal ini sejalan dengan prinsip demokrasi bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat. 
Definisi yang paling singkat tentang demokrasi adalah seperti yang diucapkan oleh Abraham Lincoln di Gettysburg, Pennsylvania,Amerika Serikat pada tahun 1863; yaitu pemerintahan dari rakyat, untuk rakyat, dan oleh rakyat. Esensi dari demokrasi adalah bahwa rakyat memerintah dan melakukan pemerintahan oleh dirinya sendiri (Government by the peole). Demokrasi mengandung dua dimensi yakni kontes dan partisipasi. Demokrasi juga mengimplikasikan kebebasan berbicara, mengutarakan pendapat, berkumpul dan berorganisasi, yang dibutuhkan bagi perdebatan politik dan kampanye-kampanye pada pemilihan tersebut (Samuel P Huntington,1995:6).
Terdapat tiga determinan utama yang menonjol dalam pelaksanaan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Bandung tahun 2008,yakni:
1. Pemilu pertama yang diselenggarakan secara langsung di Kota Bandung;
2. Pemilu pertama yang mengharuskan Calon incumbent untuk mengundurkan diri dari jabatannya, sesuai dengan ketentuan Pasal 58 huruf q Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Pemilu Pertama di Indonesia yang menyertakan Calon Independen (perseorangan).
Hasil dari Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bandung yang dilaksanakan pada tanggal 10 Agustus 2008 ini adalah sebuah hasil murni dari pelaksanaan sebuah demokrasi yang bebas, bertanggung jawab dan tanpa paksaan. Walikota dan Wakil Walikota terpilih adalah hasil dari sebuah proses politik yang berdasarkan pada azas LUBER dan JURDIL. Hal ini menunjukkan kondisi umum masyarakat Kota Bandung yang mengalami peningkatan kesadaran dan kedewasaan berpolitik, ditandai dengan iklim yang kondusif pasca pelaksanaan Pemilu.
Dasar hukum pelaksanaan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Bandung:
1. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-undang Nomor 22 tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilu;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengangkatan, Pengesahan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
5. Permendagri Nomor 44 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 tahun 2008 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.


3.2.1 Latar Belakang Pemilihan

Warga negara Republik Indonesia memiliki kebebasan untuk menentukan jalannya pemerintahan melalui pemilihan Kepala daerah dan Wakil kepala daerahnya. Hal ini adalah perwujudan Pemilihan Umum sebagai sarana politik dan wahana demokrasi bagi warga Negara untuk secara bebas dan adil dapat menggunakan hak-hak politiknya dalam memilih pimpinan daerah yang dapat dipercaya dan mampu melaksanakan tugas, fungsi dan tanggung jawabnya.
Lahirnya Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah membawa konsekuensi logis terhadap aktualisasi kehidupan politik bangsa Indonesia, dan diharapkan dapat membangun kehidupan berpolitik masyarakat yang dewasa, kondusif serta sesuai dengan aspirasi masyarakat. Kehidupan berpolitik masyarakat pada dasarnya sangat ditentukan oleh tingkat egalitas dari seluruh pemangku kepentingan dalam pemerintahan yang mana memiliki fungsi untuk memberdayakan seluruh potensi yang ada dalam diri masyarakat itu sendiri.
Pemilu dalam struktur masyarakat yang demokratis memiliki posisi yang sangat sentral. Dengan pemilu masyarakat dapat melakukan dialog tentang hal-hal yang ingin mereka capai dengan pemerintah yang akan dibentuk atau orang yang akan mereka percaya sebagai pimpinan di daerahnya untuk memimpin, mengurus dan mewujudkan keinginan masyarakat. Oleh karena itu pemilu layak dipandang sebagai sebuah media yang dapat menghubungkan keinginan masyarakat dan keinginan pemerintah. Keselarasan ini merupakan sebuah kunci dalam mewujudkan pembangunan yang benar-benar memiliki sentuhan yang tepat sasaran terhadap kebutuhan masyarakat. Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat yang baru selesai dilaksanakan pada tanggal 13 Maret 2008 lalu telah memunculkan figure terpercaya yang diharapkan mampu melaksanakan amanat dalam mengelola pemerintahan di Jawa Barat dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat menuju kehidupan yang lebih baik.
Kota Bandung sebagai salah satu organisasi pemerintah yang akan melaksanakan kegiatan tersebut, tentu telah berupaya untuk menyukseskan agenda nasional yang pada hakekatnya merupakan amanat masyarakat yang harus dilakukan.
Dasar Hukum
a. Pasal 1 Ayat (2) UUD 1945.
Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD 1945.
b. Pasal 18 Ayat (4) UUD 1945.
Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai Kepala Pemerintahan daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota dipilih secara demokratis.
c. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 56 s/d 116.
d. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

3.2.2 Sarana dan Prasarana
Pemerintah Kota Bandung dalam Pemilu pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah Jawa Barat, telah memberikan dukungan fasilitasi (sarana dan prasarana) dalam konteks kegiatan monitoring atau pemantauan, fasilitasi, koordinasi dan pelaporan berkaitan dengan permasalahan penyelenggaraan pemilu.
1. Fasilitasi persiapan pelaksanaan meliputi:
a. Sosialisasi pelaksanaan pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah.
b. Memberikan informasi kepada masyarakat mengenai penggunaan hak pilihnya dalam pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah.
2. Fasilitasi pelaksanaan Pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah Jawa Barat yang meliputi;
a. Membantu KPUD dalam mengatasi hal-hal teknis pelaksanaan pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah Jawa Barat.
b. Menjaga dan memelihara kondisi masyarakat yang kondusif, tertib dan aman dalam penyelenggaraan pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah Jawa Barat.
c. Membantu KPUD dalam penyelesaian pendaftaran pemilih secara optimal di daerah bagi seluruh masyarakat di daerah masing-masing yang memiliki hak pilih.
d. Memberikan dukungan sarana prasarana yang diperlukan dan memfasilitasi proses distribusi logistik tepat waktu dan sasaran serta bekerjasama dengan instansi terkait.
e. Memantapkan koordinasi dalam mewujudkan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat serta penegakan hukum secara tegas, tuntas dan transparan pada setiap rangkaian proses pilkada.
f. Melakukan identifikasi kondisi sosial politik wilayah dan mewaspadai perilaku-perilaku yang dstruktif yang dapat merusak tatanan politik yang sudah dibangun.
g. Mengelola konflik atau berbagai potensi konflik di daerah.
3. Koordinasi pelaksanaan Pemilu meliputi:
a. Melakukan koordinasi dengan pihak TNI dan POLRI dengan berpedoman kepada penyelenggaraan ketertiban, ketentraman, yang dikeluarkan oleh POLRI dan DEPDAGRI sesuai dengan Kepmendagri No. 340-3563 tahun 2003 tentang Pedoman Penugasan Satuan Hansip/Linmas dalam membantu Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
b. Memantapkan koordinasi horizontal dan konsultasi vertical pada aspek-aspek yang dapat mengganggu pelaksanaan Pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah Jawa Barat.
c. Merekam semua hal yang berlangsung selama pelaksanaan Pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah dan hasil-hasilnya dalam bentuk laporan untuk kepentingan langkah kerja dan operasional selanjutnya.



3.2.3 Peta pencalonan dan hasil pemilu
Peta Pencalonan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bandung tahun 2008.
	No.
	Pasangan Calon
	Partai Pengusung

	1.
	Dada Rosada
Ayi Vivananda
	Partai Golkar
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
Partai Persatuan Pembangunan
Partai Bulan Bintang
Partai Amanat Nasional
Partai Demokrat


	2.
	Taufikurrahman 
Deni Triesnahadi
	Partai Keadilan Sejahtera
Partai Patriot Pancasila
Partai Bintang Reformasi
Partai Nasional Banteng Kemerdekaan

	3.
	H.E Hudaya Prawira
Nahadi 
	Calon Independen

	4. 
	Jumlah DPT
	1. 537.074

	5.
	Jumlah TPS
	3.846

	6.
	Jumlah Kecamatan
	30

	7.
	Jumlah Kelurahan
	151

	8.
	Anggaran Biaya
	Rp. 3,5 M



Hasil Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Bandung 2008.
	No.
	Pasangan Calon
	Perolehan Suara

	1.
	Dada Rosada
Ayi Vivananda
	664.623 (65,24%)

	2.
	Taufikurrahman 
Deni Triesnahadi
	262.433 (25,76%)

	3.
	H.E Hudaya Prawira
Nahadi 
	91,612 (8,99%)

	
	
	

	4. 
	Total Jumlah Suara
	1.018.668

	5.
	Partisipasi 
	66,27%


Pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang memperoleh suara lebih dari 50 % (lima puluh persen) jumlah suara sah ditetapkan sebagai pasangan calon terpilih. Pada pemilu tersebut yang menang dalam pemilu tersebut adalah pasangan Dada Rosada dan Ayi Vivananda dengan perolehan suara 664.623 (65,24%).
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